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Prakata

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah-
SPIP telah menjadi kewajiban Intansi
Pemerintah-IP.

Selurah IP di jagad nusantara sedang dan
akan membangun SPIP.

Membangunnya bukan hanya karena
kewajiban yuridis sesuai amanah Undang-
undang nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan
Pemerintah nomor 60 tahun 2008, namun

menjadi tuntutan logis bagi IP dalam

pelaksanaan good governancenenuju clean governmentSPIP bukan segala-galanya, tapi

segala potret dan potensi permasalahan yang melanda bangsa ini terutama di lingkungan

birokrasi dapat diminimalisasi bahkan dieliminasi dengan tulus membangun SPIP.
Bagaimana membangun SPIP? e_buku ini menyajikan

strategi membangun SPIP agar membumi di tataran praktis.

Substansi isi e_book ini telah diterbitkan oleh Inspektorart Jenderal Kementrian
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Urgensi SPIP

Tiap orang pasti punya tujuan dan pilihan,

dimanapun dia berada, kapanpun waktunya dan
bagaimanapun kondisinya, selama dia masih menghirup udara kehidupan dunia. Untuk
menggapai tujuan dan pilihannya, orang pasti akan melakukan pengendalian intern
(interal control). Pengendalian ini akan menjadi mindsetnya dalam berpikir, bertindak dan
mengidentifikasi risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan dia.

Pengendalian intern di lingkungan kehidupan birokrasi pemerintah dikenal dengan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Secara logis, instansi pemerintah (IP) yang
masih berharap untuk menjaga going concernnya dalam republic ini dan masih punya
hope dalam pencapaian tujuannya, pasti membutuhkan SPIP. Secara yuridis, sejak
kelahiran 3 (tiga) paket Undang-undang keuangan negara, SPIP telah menjadi amanah
yang segera harus direalisasikan. Gelora yuridisnya kian membahana sejak Peraturan
Pemerintah (PP) 60 tahun 2008 ditetapkan. Terlebih lagi jika meneropong ke masa depan,
auditor eksternal (BPK) akan mengevaluasi pengendalian intern IP dengan tools yang
tertuang di PP tersebut. Mau tak mau, suka tidak suka, ikhlas atau terpaksa, IP harus
membangun SPIP di lingkungannya berpacu dengan adrenalin para koruptor musuh
rakyat Indonesia.

SPIP dapat dipahami melalui visualisasi definisinya sebagai berikut:
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Gambar 1. Definisi SPIP

Dari gambar diatas, SPIP dapat diidentifikasi sebagai berikut:
Subjek atau pelaku SPIP adalah pimpinan dan seluruh pegawai
Predikatnya adalah proses yang integral yang dilakukan terus menerus

Objeknya adalah tindakan dan kegiatan

< < < <

Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya:

U kegiatan yang efektif dan efisien (E), keandalan pelaporan keuangan (A),
pengamanan asset negara (A) dan ketaatan pada peraturan (T)

U tujuan organisasi

EAAT ditekankan sebagai syarat/jalan (dengan kata lain sebagai tujuan antara) menuju

pencapaian tujuan organisasi.
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bahwa Syarat-Syarat keberhasilan Waskat ada 6 (enam) yaitu:

‘ SPIP sudah ada di tengah kita
h Pengendalian intern telah ada di lingkungan birokrasi
‘ sebelum SPIP lahir, yaitu pengawasan melekat (waskat).
Lampiran keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor Kep/46/m.pan/2004 poin |.E menguraikan

Lingkungan Pengendalian Manajemen Yang Kondusif
Kemampuan Memprediksi dan mengantisipasi risiko
Aktivitas Pengendalian yang Memadai.

Informasi dan Komunikasi yang Efektif

Adanya Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

SANE A T o

Faktor Manusia dan Budaya
Keenam syarat tersebut identik dengan unsure SPIP. Bedanya hanya terkait dengan kadar.

Komparasi keduanya dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Syarat
keberhasilan Unsur SPIP
waskat

Lingkungan Pengendalian ] Lingkungan ]
Manaiemen Yz Kondusif .
pengendalian

Kemampuan Memprediksi & .
mengantisipasi risiko

Penilaian risiko J

Aktivitas Pengendalianye
Memadai.

Harapan/
anjuran

keharusan

‘ Kegiatan pengendalian

Informasi & Komunikasiye Efektif ‘

Informasi dan ‘

( Adanya Pemantauan, Evaluasi, & ' komunikasi
Tindak Lanjut ool oo
Faktor Manusia & Budaya. Pemantauan ‘

Gambar 2. Komparasi syarat keberhasilan waskat dengan unsur SPIP



Dari uraian dan gambar diatas dapat diungkap bahwa dalam syarat keberhasilan
waskat manajamen diharapkan mampu membuat penilaian atas resiko yang akan
dihadapi, yakni dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan untuk
LISY OF LI Ay (Gdz2dzry &dzk Gdz 2NBI y A gah/anjurand d d¢ d
Sedangkan di SPIP, Pimpinan Instansi harus melakukan penilaian risiko yang meliputi
identifikasi dan analisis risiko.

Berikutnya, peran manusia di syarat keberhasilan waskat berada di urutan terakhir.
Sedangkan di SPIP, faktor manusia di_install ke unsur yang pertama sekaligus sebagai
pondasi SPIP yaitu lingkungan pengendalian. Hal ini tercermin jika IP akan membangun
SPIP secara serius maka prioritas utama adalah membangun manusianya.

Sehingga secara praktis 8 unsur waskat akan menjadi bagian dari proses
kegiatan/tindakan di SPIP. Termasuk diantaranya sangat mungkin beberapa unsur waskat
akan menjadi kontribusi yang signifikan dalam membangun unsur SPIP. Yang perlu
dicermati; apakah tiap unsur waskat akan menjadi bagian dari salah unsur SPIP ataukah

menjadi bagian dari seluruh unsur SPIP.




Think globally act locally

L\

Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit itulah peribahasa yang dipakai dalam
dinamika membangun. SPIP dibangun dan diperlukan untuk mencapai goals (tujuan)
bersifat jangka menengah dan panjang. Untuk mencapainya, tujuan di_breakdown
menjadi beberapa objective(sasaran) yang bersifat tahunan. Sasaran inilah yang dapat
secara jelas dapat dicapai melalui kegiatan dengan memenuhi unsur EAAT (sesuai
visualisasi definisi SPIP diatas). Yang perlu diwaspadai dari tiap kegiatan tersebut adalah
signifikansi keterkaitan kegiatan dengan program untuk mencapai tujuan IP. Penentuan
kegiatan harus memperhatikan focus prioritas dan merupakan kegiatan prioritas dari

program. Visualisasinya sebagai berikut:
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Gambar 3. Bagan arsitektur program

Fokus prioritas merupakan bagian dari prioritas untuk mencapai sasaran strategis yang
dapat bersifat lintas K/L dan
kegiatan prioritas merupakan kegiatan pokok (kegiatan yang mutlak harus ada) untuk
mendapatkan keluaran (output).

Untuk dapat memunculkan kegiatan yang seperti itu maka IP harus melakukan
evaluasi kinerja dan evaluasi perencanaan. Evaluasi kinerja untuk mengetahui apakah
kegiatan yang lalu telah selaras dan ber EAAT serta prioritas. Evaluasi perencanaan untuk
mengetahui apakah kegiatan yang akan dilakukan merupakan kegiatan prioritas dan telah
secara tepat terkait dengan program dan focus prioritas IP. Jika ini telah dilakukan, maka
yakinlah bahwa membangun SPIP kegiatan menjadi bagian integral membangun SPIP

organisasi (IP).
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Sebagai contoh kegiatan yang pasti ada di IP adalah kegiatan pengadaan barang
jasa (PBJ). Panduannya telah ada yaitu Perpres 54 tahun 2010. P54 ini menjadi aksi nyata
IP dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP. Koneksi antara SPIP dengan

aturan PBJ dalam reformasi birokrasi dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Reformasi Birokrasi
3 paket UU tentang

Entry point r—__ — Keuangan Negara

Triger gelora
sekaligus pijakan

Aksi nyata melalui L" — -K_

Mekanisme praktis ——

berbasis aturan dan PEITI res 54: &
best practise aturan Yg |ain

= e

Gambar 4. Koneksi3 paket UL KM, SPIP dan Aturan praktis dalam reformasi birokrasi

Dari gambar tersebut terlihat bahwa seluruh mekanisme yang berbasis aturan dan
best practice akan menjadi bagian inheren perancangan dan pelaksanaan SPIP.
Identifikasi unsure SPIP dapat diadop dari P54. Dan jika ada unsure SPIP belum
terakomodir dan memang sangat diperlukan, maka IP perlu merancangnya (best
practice. Hal ini dapat dikemas dalam Surat Edaran atau dokumen formal lainnya.

Inilah poin strategis dari think globally act locallylika SPIP dirancang, dibangun
dan diimplemenatasikan dari bagian kecil (kegiatan) yang telah secara jelas dan tegas
merupakan prioritas dari program, maka otomatis yang global (tujuan) akan tercapai. Hal

ini tentu akan lebih baik jika dapat parallel dioptimalkan dengan ACTglobally act locally
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